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BUPATI HALIUAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAII BUPATI TIALIYIAHERA BARAT
NOMOR {2S'A /KPTSI 1x 12a26

TEI{TAI{G

TIIIfi PEITGUKURAN INDEKS KUATITAS KEBIJAI(AI$

PEilIERINTATI KABUPATEN HALMAHERA EARA?
TAHUN 20.26

BUPATI HALMAHERA BARAT'

bahwa claiam rangka pengukuran indeks kualitas kebijakan (IKK)

sebagai inrlikator ienilaian reformasi birokrasi sehagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Periial,agunaan Aparalur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nornor 25 Tahun '2A'25 tentang Rnadmap

Reformasi Birokrasi 2112A-'2024 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pentla-v-agunaan Aparatur Negara dar:' Reformasi

Rirokr.asi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayaglinaau Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2025 tentang Roadmap Refbrmasi Birokrasi 2o2o-

20'24, perlu di irentuk'tr'im:
trahrara berdasarkan pertimLrangan sebagaimana ciimaksr-rd pada huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tir[ Pengukuran

indeks Kualitas xbti;.iakap katrupriten Hahnahera Barat Tahun 2a'25;

unclang-unrlang Nornor 50 Tahun 1958 tentang Penetapail untlang-

undang Nomorl3 Darurat Tahrin 1957 tentang Pembentukan Daerah-

claerah Sw'atantra Tingkat II Dalam Wilavah Daerllh Swatantra Tingkat

I Maluku menjadi Undang*undang;
IJnclang-unclang Nomor {O tahur. 1999 tentang Pemtrentukan Proviilsr

Maluku Lltara, Kabupaten Buru dan Kahupaten Mah:ku Tenggara

Barat;
3. Undang*und,ang Nomor 1 Tahun 2a23 tentang Pemtrentukan

Kabupaten Hllmahera Utara, Katrupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Kepulaual Sula, Kabupaten Halrnahera Barat dan Kota

Tidore Kepilauan di Peovinsi Maluku
4. Undang.unclang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah

fi,embaran tlefara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2+4,

Tambahan l-eirbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undanS
UndJngan Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan Peratura-n

Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2*22 Nomor

238, Tambahan tmbaran Negara Republik Indolesia nomor 68aU;

S. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2Al4 tentang Administrasi
Pemerintahan;

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahal Kedua Atas

Untlan[-undang Nomor LZ Tahun 2011 tentang Pembentuka;r

Peraturan Pemnrlang- undangan;
undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipitr Negara;

Peraturan Menteri PendaSragul]aan Aparatur Negara dan Reftrr:lrasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun '2A25 tent.ang Roadmap Retbrrnasi Birokrasi
2A2A-2O24 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noinor 441}

sebagamana telah aiunan rlengan Peraturan Menteri Pendayagunaall

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 3 "lahun 2$23 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

rlan ltetbrmasi FSirokrasi tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-
,2024 (Berita Negara Republik Inclonesia Tahun 2a23 Nomor 233\;

Jalan Pengabdian DesaJati Porniti' Kec' Jailolo Kode Pos -97752
Kabupatea Halmahera Barat - Maiuku utara Telp. t}g22! 2221001, Fax (0922]| 2221OO
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peraturan l)aerah Kabupaten Flalmahera Rarat Nomor 2 Tahun ',212:\

t""t""s Perubahan Ked,ua atas Peraturan Daera-h Kai:upaten

HalrnaheraL}aratNomor6Tahun2016tentangPemberrtukandarr
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAI{ :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGUKURAN INI]EKS KUALITAS

KEBIJAKA}{ KABUPATEN HALMAHERA BARAT TA}{UN '2a,25

Menetapkan Koordinator dan Analis trnstansi Tjm Pengukuran Indeks

Kualitas l(ebijakan {IKK} Katrupaten Halmalrr:ra Barat Tahun 20?5

dengan susunal1 keanggotart *eb*g*imana t-ercantum dalarn Larirpiran

MenetaPkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan ini.
Koordinator instansi dan
Diktum Kesatu r1a1am

tugas untuk:
1. Koordinatr:r Instansi

a" menjadi Penanggung jawab knmunikasi dan koordinasi dengan

Koordinator Nasional;
lr,mengisiclanmengirirnkan3{tigaikehijakanpenrbarrgunan

strategis unflrk diajukan menjadi objek pengukuran;

c. menrlistrihusikan ketlijakan yang rligunakan sebagai ot'ljek

pengukuran kepada analis insta[si {sel{:assessment} dan

pernenuhan trukti dukung;
d. melakukan pengecekan ierhadap penilaian awal hasil penilaia*

mandiriiself.assessmentJdanpenrenuhal.buktidukung;
e. mengirinikan hasil penilaian mandiri (self-assessment] ke

Kooldinator Nasional; dan
t" rnenind.aklanjuti catatan verilikasi clan mengkimkan kernbali

kepacla Knordinator Nasional;
2" Analis Instansi

a.melakukanperrilaianmandir.i(self.asessnrent);dan
b. pemenuhan bukti riukung.

Tugas Tim sebagaimana dirnaksucl rliktum kedua dalam

im!|em entasinya berpedoman sesuai ketentuan perundang-undangat:

yang berlaku
k"p.rt,r*r* i,'i mulai berlaku pad"a tanggal_ ditetapkan dengan

ketientuan apabila dikemurlian hari terdapat kekeli*ran didalamnva,

maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Jailolo

Analis Instansi sebagaimana dimaksud parla

pelaksanaan pengukuran (IlfK) mempun-vai

2b 2

BARAT,

025

al

Tembusgint Disampaikan kepada Yth ;

1- KetuabPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab' Ha-lmahera Barat di Jai}olo,

+. Xepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. iang nersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya'

\?,\x
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